
WALIKOTA LANGSA 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA 
NOMOR 30 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LANGSA, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Qanun Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 , 
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kota Tahun 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kota Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4110) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

Nomor 
Negara 

1 Tahun 
(Lembaran 

2004 
Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia ... 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

1 7. Peraturan ... 



Menetapkan 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6067); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14); 

25. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 

26. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa 
Tahun 2021. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b . Pendapatan Transfer 

Rp. 109.168.077.449,20 
Rp. 774.434.403.919,00 

c. Lain ... 



c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 17.602.440.000,00 
Jumlah Pendapatan Rp. 901.204.921.368,20 

2. Belanja Daerah 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 311.227.314.805,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 211.308.401.942,00 
3) Belanja Hibah Rp. 24.493.513.328,60 
4) Belanja Bantuan Sosial _R..._p_. _4..;._7.;._;•;..;:;0--=-0-=8..:..;.7:....:9::....:6:::...:.·-=2=3=2.i...::,0:=0 
Jumlah Belanja Operasi Rp. 594.038.026.307,60 

b . Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah 
2) Belanja Modal Peralatan 

Dan Mesin 
3) Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
4) Belanja Modal Jalan, 

J aringan dan Irigasi 
5) Belanja Modal Aset tetap 

Lainnya 
Total Belanja Modal 

c . Belanja Tidak Terduga 

Rp. 536.739.000,00 

Rp. 39.949.440.082,00 

Rp. 68.993.144.115,84 

Rp. 73.002.536.987,75 

Rp. 1.886.641.000,00 
Rp. 184.368.501.185,59 

1) Belanja Tidak Terduga _R..._p_. ----"-1--=-.8--=-0--=-3...:....0=--5=--4..:....: . ....:...7=2-=-3=,0:..:c.0 
Total BelanjaTidak Terduga Rp. 1.803.054.723,00 

d. Belanja Transfer 
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.223.029.490,00 
2) Belanja Bantuan Keuangan _R-"'-p-'--. _1=--0:;..;;;2:;..;...6=-5=-0=:;...: . ...:...7=-9=-5.=-=5-=-0...:;..9..i...:,0c...;:;.0 

Total Belanja Transfer Rp. 104.873.824.999,00 
Surplus/ (Defisit) Rp. 16.121.514.153,01 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Penggunaan Sisa Lebih Rp. 16.295.629.132,53 
Perhitungan Anggaran (SILPA) 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 15.295.629.132,53 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
Rp. 31.417.143.285,54 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisa si anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 ... 



Pasal 5 

Peraturan W alikota m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Langsa. 

Diundangkan di Langsa 
pada tanggal 26 Agustus 2022 M 

28 Muharram 1444 H 

H KOTA LANGSA, 

r-

Ditetapkan di Langsa 
pada tanggal 26 Agustus 2022 M 

28 Muharram 1444 H 

/ wALIKOTA LANGSA, t, 
{if USMAN ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 1002 




